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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI 

HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN 

 

Oleh 

ANGGUN PUTRI HERLINA 

2002022003 

 

Sertifikat halal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena mayoritas 

penduduk Indonesia beragama Islam, yang mengharuskan bahwa produk makanan dan 

minuman yang dikonsumsi harus halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Di 

Indonesia sendiri sudah ada lembaga yang dikhususkan untuk menangani terkait sertifikat 

halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang 

bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal yang bekerja sama dengan 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). 

Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) 

berperan sangat penting dalam sertifikasi produk halal karena berhubungan secara 

langsung dengan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal 

(LP3H) dalam mendukung kepatuhan Industri makanan dan minuman dalam penerapan 

sertifikati produk halal.  

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research melalui 

wawancara terhadap ketua Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan ketua Lembaga 

Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Serta data yang diambil dari lembaga pusat 

perguruan tinggi Islam negeri yang ada di Lampung. Data yang terkumpul dianalisis 

secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan Lembaga 

Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sudah sesuai dengan semua regulasi yang ada. 

Sudah adanya kesadaran hukum dari para pelaku usaha akan pentingnya sertifikat halal, 

terbukti dari semakin meningkatnya para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat 

halal. Kendala yang diatasi antara lain : 1) Kurangnya kesadaran hukum bagi para pelaku 

usaha, 2) keterbatasan jumlah pemeriksa halal atau auditor halal, 3) perubahan regulasi, 4) 

kurangnya dukungan dari pemerintah untuk program sertifikat halal gratis (SIHALAL). 

Keyword : Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses 

Produk Halal (LP3H), Penerapan Sertifikat Halal, Industri Makanan dan Minuman 
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MOTTO 

لَْ تتََّبِعوُْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ  ا فىِ الْْرَْضِ حَلٰلًا طَي ِبااۖ وَّ بِيْنٌ  يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ كُلوُْا مِمَّ عَدوٌُّ مُّ

۝١٦٨ 

 

Artinya : 

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah 

mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sertifikat halal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena 

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mengharuskan bahwa produk 

makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal dan sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Di Indonesia sendiri sudah ada lembaga yang dikhususkan untuk menangani 

terkait sertifikasi halal.1 

Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada hari Rabu, 11 Oktober 2017. Badan 

Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang ditugaskan 

untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Dengan dibentuknya Badan 

Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPHl), maka lkewenangan atasl sertifikasi 

lbukan lagi lmenjadi tanggungl jawabl Lembaga Kajianl lPangan, lObat-Obatan, ldan 

Kosmetika Majelisl Ulama Indonesial (LPlPOM-MUI) lsaja, tetapi mlenjadi tanglgung 

jawab berlsama pemerintah dlan Majelis Ulama Indonesia (MUIl), Ilmplementasi 

Sistem lJaminan Halal mlerupakan langkah blerbagi tanglgung ljawab, sehingga menjadi  

tanggung jawab bersama, aglar jangan samplai diartikan bahwa slertifikasi itlu menjaldi 

tanggulng jawab Majelis Ulama Indonesia (MUIl) slemata.2 

Badan Penyelengara Jaminanl Produk Hallal (BPJPlH) mempunyai beberapa 

lkewenangan yaitu antaral lain : melrumuskan dan menerapkan kebijakan dalam 

 
1 Melislsa Aulia Holsanna, Susanlti Adi lNugroho, “PELlAKSANAAN UNDlANG-UNDANG NOlMOR 33 

TAHUN 20l14 TENTANG JAMIlNAN PRODUK lHALAL TERHAlDAP PENDAFTARAlN SERTIFIKAT 

HALAlL PADA PRODlUK MAKANlAN,” Jurnall Hukum Adilgama l1, no. l1 (19 Jluli 2l018): 5, 

https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155. 
2 Khairudldin, Muhammadl Zaki, “PROlGRES SERTIFIKASI HALlAL DI INDONESIA Stuldi pada 

Badan Penlyelenggara Jaminan lProduk Halal (BPJlPH) Kementerialn Agama dan Lemblaga Pengkajialn, Obat-

obatanl dan Koslmetika (LPPOlM) MUlI lPusat,” ASAS l13, lno. 1 (30l Juni l2021): l101–21, 

https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352. 



2 
 

 

Jamilnan Produk Hlalal (JlPH), menerapkan norma, standard, prlosedur, dan lkriteria 

Jaminanl Produk Hallal (JPH), menerbiltkan dan menclabut sertifikat halall dan llabel 

halall pada produlk halal, melaklukan registrasi lsertifikat halal padla produk luar nlegeri, 

melakukanl sosialisasi, edulkasi dan publiklasi produk hlalal, melakuklan akrleditasi 

terlhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPlH), mellakukan registrasi terhadap auditor 

lhalal, melakukan plengawasan terhadalp Jaminan Produlk Halall (JPH), mellakukan 

pembinaan aluditor halal dan mlelakukan kerjasama denglan lembaga dallam dan lluar 

nlegeri dibidang Penyelengara Jamlinan Produk Hlalal (JPH).3 Fungsi penlgawasan 

Jamlinan Produk Hallal (JPHl) yaitu untukl mewujudkan keterjalminan produk lhalal 

melalui selrtifikasi halal balgi produk yanlg masuk, bleredar dan ldiperdagangkan 

dliwilayah Indolnesia.  

Badan Penyelengara Jaminanl Produk Halal (lBPJPH) sendiri menerapakan 

Lembalga Pemeriksa lHalal (lLPH) untuk melakukan pemeriksaanl ldan menjalankan 

Undanlg-Undanlg No.33 Tahunl l2014 Pasal 1 Ayat 8 : 

“Lembaga Pemeriksa Halal atau selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga 

yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan 

produk”.4 

 

Dallam Pasal 5l0 Undang-Unldang No.33 lTahun 2014 Telntang Jaminaln 

Produk Hallal. Pengelompokan objek penglawasan dapat terlbagi melnjadi tiga yailtu 

produk, pellaku usaha, danl Lembaga Pemerliksa Halall (LPHl). Penlgawasan pada 

prolduk difokuskan plada masa berlalku sertifikalt halal, pencalntuman lablel halal, 

pencanltuman keterangaln tidak hlalal, serta kelhalalan plroduk. Pengawasanl dilakukan 

delngan fokus padal penerapan Silstem Jaminlan Produkl Halal (lSJPH), kelberadaan 

penyellia halal di perlusahaan, serlta pengunaan blahan dan Prosels Produkl Halal (PPHl) 

 
3 Zusi Eka Fitri Aji Jumiono, “Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan,” Jurnal Ilmiah Pangan Halal 3, 

no. 2 (October 11, 2021): 5, https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676. 
4 Republik Indonesia, “Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal,” 2014. 
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lyang didalamnya terdapatl pemisahaln lokasi, tempat ldan alat penylembelihan, 

penglolahan, penyimplanan, pengelmasan, pendistriblusian, penjualan, sertal pelnyajian 

antarla produk halall dan prolduk tidak lhalal. Sedlangkan Lembaga Plemeriksal Halal 

(LPH), penglawasan Jaminan Prodluk Hlalal (JPH) difokulskan pada sistelm malnajemen 

lhalal, auditor hallal dan mekanilsme audit halal slerta laboratorlium. Pelngawasan 

Jaminan Plroduk Halal inli menjalankanl fungsi pentilng dalam memastilkan berjalannya 

ldengan baik selluruh sektor jalminan produk lhalal sehingga terwlujud pengenldalian 

jaminan lkehalalan antar produkl yang belredar, dikonsumsi serlta digunakaln oleh 

lmasyarakat.5 

Ulsaha mikro danl kecil mendapatkanl sertifikasi hallal berdasarkan lpernyataan 

pelalku usaha atalu self declare ylang bebas biayla. Program sellf declare adlalah sebluah 

programl sertifikasi hlalal yang hanya ldapat diakses loleh pelakul UMKM atau pelaku 

usaha yang memproduksi makanan atau minuman dari bahan yang sederhana dan 

tidak mengandung bahan dari sembelihan hewan. Sudah memenuhi syarat untuk dapat 

mengikuti program self declare. Untluk mendapatkaln sertifikatl halal, bilsnis mikro 

ldan kecil diberikan estilmasi waktu ldua belas hlari kelrja dan mulai pelngajuan 

permolhonan hingga lterbit lsertifikat. Pemerintlah kemudian mlemberikan tanlggung 

jawab kepalda Lemlbaga Pendampinlg Proses Produlk Halall (LP3H) untukl melakukan 

pelatihlan tentang prloses produk hallal untuk membantul pelaku UMlKM ketika 

pelaklsanaan sertifikasli halal. Pendalmping Proses Prloduk Halal adlalah individu yangl 

terlatilh untukl memberikan lalyanan pendampinganl proses produk hallal, daln 

melakulkan verifikasi selrta validasi terhadlap pendapatl kehalalan para plelaku ulsaha.6 

 
5 Rila Kusumaningsih, “FUNGSlI PENGAlWASAN BPJPH TERHADlAP SERTIFIKAT lHALAL BlAGI 

PRODlUK MAKANlAN OLAHAN BERlBASIS UMKM,” LEGALIlTAS : Jurnall Ilmiah Ilmlu Hukulm 8, no. 2 

(11 Desember 2023): 14, https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7455. 
6 Rudiyanlto Mohammald Nizarul Aliml, “Akuntabililtas Proses Sertilfikasi Halal Berbasis Slelf Declare 

Pada Hlalal Centler Universitas Trunlojoyo Mladura,” Muttalqien; Indonesian lJournal of lMultidiciplinalry Islamic 

Stuldies 5, no. 1 (31 Januari 2024): 76, https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.06. 
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Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memiliki peran menjadi fasilitator 

atau penghubung antara pelaku usaha kepada pendamping dan Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH).  

Sektor industri malkanan hallal saat ini menljadi peluang untuk meningklatkan 

pertumbuhaln daln perkembangan ekonolmi. Dikatakan lsebagai peluanlg baru selbab 

tidak hanyal negara-nlegara dengan mayoriltas muslim alkan tetalpi dengan negalra 

minoritals muslim pun lturut ambil bagian ldalam perkemlbangan indulstri hlalal. Oleh 

karena itu pemerinltah Indonlesia juga berupaya mengembangkan inldustri makanan 

daln minumaln halal dalalm negeri untulk mendorong pertulmbuhan industri lhalal. Pelrlu 

pemahaman lmendalam tentangl dunia industrli hallal, hal terslebut dapat tercerlahkan 

denlgan memahalmi bagaimana implemlentasi sertiflikasi dan jalminan produlk halal 

lterlebih ldahulu. Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal, pasal 4 : 

 “setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah 

Indonesia wajib bersertifikasi halal”.7  

 

Sedangkan di Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pasal 160 ayat 1, 2 dan 3 : 

“(1) bagi pelaku usaha menengah dan besar, penahapan kewajiban 

bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan 

jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan 

tanggal 17 oktober 2024. (2) bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan 

kewaiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil 

sembelihan dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 oktober 2019 

sampai dengan tanggal 17 oktober 2026. (3) kewajiban bersertifikat halal 

 
7 lD. Q. Alva lSalam Ahmadl Makhtum, “IMPLEMElNTASI JAMINAN PRlODUK HALALl MELALUI 

SERTIFIKASI HlALAL PADA PlRODUK MAKlANAN DAN MlINUMAN UMKlM DI KABUPlATEN 

SAMPANlG,” Qawwam : The Leader’s Writing 3, no. 1 (21 Juni 2022): 1, 

https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110. 
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untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan 

yang berasal dari luar negeri ditetapkan oleh menteri paling lambat tanggal 

17 oktober 2026 setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling 

pengkuan sertifikat halal.”8 

Stalndar pencantulman sertifikasi hallal dan loglo halal akan selalu ldilakukan 

pengawlasan olleh Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BP lJPH), sehilngga 

pengusahla makanan dan minuman teltap diharuskanl untuk mematuhi stanldar 

sertifilkasi halall dan logol halal. Penglawasan yang dlilakukan bersifalt langsung kepalda 

produlk yang digulnakan diperusahaan dengan melndatangi langsulng dan menlgambil 

sampel ldilapangan untulk diuji dilaboratorium tenltang kehalalan produkl makalnan dan 

minuman yang telah diberi sertifikasi halal. Regulasi tentang sertifikasi halal yang 

terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), telah memberikan 

kejelasan bagi perlindungan konsumen khususnya konsumen Muslim. Peredaran 

produk pangan yang tidak bersertifikasi halal dan label halal tidak lagi dapat beredar 

di Indonesia, bailk yang diprolduksi didalam nelgeri maupun yalng berasall dari luar 

lnegeri. Komitlmen negara sangat ljelas dalam mlelindungi konsulmen mluslim dari 

produkl yang tidakl halal dan tidak bersertifikasi halal.9 

Badan Penyelengga Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengadakan program 

sebagai upaya menyulkseskan kehalalan sleluruh produk hallal yanlg ada diIndonesia, 

yailtu proglram sertifikasi halall gratis (SEHlATI).  Pada tahun 2024 proglram SEHATI 

ini lmembuka pengajualn sertiflikasi halal grlatis balgi 1 juta usalha mikro daln klecil 

(lUMK). Upaya untuk lmempercepat prolgram SElHATI adalah merelkrut Pendalmping 

Proses Plroduk Halall (PPlH). BPJPH sendiri memlinta bantulan dari komlponen 

 
 8 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2024 

Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024. 
9 Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, dan Bonanda Jafatani Siregar, “Pemberian Sanksi 

Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal,” 

Titian: Jurnal Ilmu Humaniora 7, no. 2 (31 Desember 2023): 4-5, https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30719. 
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pendidlikan seperti Dolsen Pergulruan Tinlggi Nlegeri maupun Swlasta, Serta Olrmas 

Islam atau Lembaga Keagamaanl Islam. Lemblaga Pendampinlg (PPH) yangl ditlunjuk 

sebagai mitrla oleh BPJlPH dapat melakukaln pelatihan pendamlping selsuai dengan 

standar BPJlPH. Pendampilng PPH sendiri berasall dari Mahasliswa Negeri/lSwasta, 

kadelr Ormas/Lembagal Islam dan lPenyuluh Keagalmaan. Pemberlian pelayanan 

sertilfikasi gratis inli harusl memenuhi langlkah-langkah latau perencanalan sesuai 

denganl deklarasi ataul self declaration ldari pelaklu usaha. 

Provinsi yang ada di Indonesia saat ini sudah memiliki Lembaga Pemerika 

Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk 

menyukseskan Undang-Undang No 39 Tahun 2021 tentang penyelengaraan  Bidang 

Jaminan Produk Halal bab XI pasall 140 yangl menyatakan blahwa :  

“penahaplan kewajibanl bersertifikat hallal bagi produkl makanan, mlinuman, 

hasil sembelihan, dlan jasa penyembellihan sebaglaimana dilakukan dlalam 

palsal 139 alyat 2 huruf la dan hurulf c dimulai ldari tanggal 17 lOktober 2l019 

samplai denganl tanggal 17 Oktolber l2024”. 10 

 

Peran yang dilakukan Lemlbaga Pemeriksal Halal (LPHl) dan Lembagla 

Pendamping Plroses Prolduk Halal (LPl3H) yang ada Provinsi Lampung sudah 

menjalankan tugasnya dalam membantu industri-industri makanan dan minuman 

untuk mendapatkan sertifikat halal. Provinsi Lampung sendiri di Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada agustus 2024 tercatat sudah ada 

sekitar 196,475 produk yang sudah bersertifikasi halal. Untuk produk makanan dan 

minuman ada sekitar 188,788 produk yang sudah bersertifikat halal.11 Provinsi 

Lampung sendiri tercatat menduduki peringkat kedua pengajuan sertifikat halal 

(SEHATI) di Indonesia pada tahun 2023, tepatnya di Kabupaten Pringsewu dengan 

 
10 Kementrian Agama, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2021 Tentang 

Penyalenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021. 
11 Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama RI, “Data Produk Bersertifikat Halal 

Di Provinsi Lampung,” Website BPJPH (blog), 25 Juli 2024, http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-

dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c?provinsi=LAMPUNG&jenis_produk=Makanan&jenis_produk=Minuman. 
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jumlah 31.538 sertifikat dan menduduki peringkat pertama nasional untuk Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan jumlah 12.243 sertifikat.12 Data tersebut 

berbanding terbalik dengan jasa penyembelihan yang masih sangat sedikit memiliki 

sertifikat halal hanya sekitar 13 sertifikat untuk Provinsi Lampung. Hal ini bisa 

menghambat produk olahan makanan yang berbahan dasar daging untukl memperolleh 

sertifikalt halal. Sebaglaimana ylang tertulis dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 

Pasal 18 ayat 1 : 

“bahaln yang berasall dari hewan diharlamkan sebaglaimana dimakslud dlalam 

pasall 17 alyat (3l) melipluti : a. bangkali; b. darlah; c. babli; ldan/atalu d. 

helwan yang diselmbelih tidalk sesuai dengan lsyariat”13.  

 

Olahan makanan yang berbahan dasar daging, harus berasal dari tempat 

penyembelihan yang sudah bersertifikat halal.  

Di Provinsi Lampung sendiri ada beberapa Lemlbaga Pemeriksla Halal (LPHl) 

dan Lemblaga Pendamping lProses Produk Hlalal (LPl3H) salahl satunya yang ada di 

Bandar Lampung yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lem lbaga Pendlamping 

Proses Produlk Halal (LP3Hl) Universitasl Islam Negeri Rladen Intan Lamlpung (lUIN 

lRIL) dan di Metro yaitu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Perguruan Tinggi Islam Negeri yang ada di 

Provinsi Lampung yang sudah ada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga 

Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).  

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan ketua Lembaga Pemeriksa Halal 

(LPH) dan Lembalga Pendalmping Proses Produkl Halal (LP3lH) Universitasl Islam 

Negelri Radenl Intan Lalmpung (UINl RIL) yaitu bapak Edi Susilo mengatakan 

 
 12 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama RI, “Perl 5 Oktlober 2023, 

Pringsewu Jadi Kablupaten Perlingkat 2 Capaian Pengajuan Sertifikat Halal Sehati 2023,” 25 Juli, 2024, 

https://bpjph.halal.go.id/detail/per-5-oktober-2023-pringsewu-jadi-kabupaten-peringkat-2-capaian-pengajuan-

sertifikat-halal-sehati-2023. 
13 Republik Indonesia, “Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal.”2014. 
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Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

(UIN RIL) telah memiliki 8 auditor yang sudah lulus pelatihan dan sebagian sudah 

lulus uji kompetensi. Sedangkan untuk Lembagla Pendampinlg Proses Produlk Halal 

(LP3Hl) Universitas lIslam Negeri lRaden Intan Lalmpung (UlIN RIL) memiliki 600 

pendamping halal dan akan di adakan pelatihan khusus sebanyak 583 untuk 

mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Upaya sosialisasi sertifikasi halal terus 

dilakukan oleh pihak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping 

Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN 

RIL) kepada pelaku usaha sebagai upaya kesadaran akan pentingnya sertifikat produk 

halal. Sedangkan untuk masalah yang sedang dihadapi dalam upaya sertifikasi halal 

untuk makanan olahan daging sendiri adalah belum banyaknlya Rumalh Plotong 

Hewaln (RPH) yanlg bersertifiklat halal. di Unilversitas Islam lNegeri Radeln Intan 

Lalmpung (UIN RlIL) sendiri sebenarnya sudah bisa memberikan sertifikat halal untuk 

Rumah potong, namun belum adanya auditor halal yang berprofesi sebagai dokter 

hewan membuat LPH dan LP3H sendiri belum bisa memberikan sertifikasi Rumah 

Potong Hewan.14 

Sedangkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada ketua Lembaga 

Pendamping Prolses Produk Halal (LlP3H) Instlitut Agama Islam lNegeri (IlAIN) Metro 

yaitu Bapak Wahyu Abdul Jafar mengatakan Lembaga Pendamping Proses Produk 

Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) telah memiliki sekitar 403 

pendamping yang tersebar ldi Kota Mletro, Kabupatenl Lampung Tenglah dan 

Kabupatlen Lalmpung lTimur. Masalah yang sedang dihadapi Lembaga Pendamping 

Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dalam upaya 

sertifikasi halal makanan olahan daging adalah belum adanya Rumah Potong Hewan 

 
14 Bapak Edi susilo, Wawancara Pribadi Dengan Ketua LPH Dan LP3H Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, Tanggal 28 Mei 2024., 2024. 
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(RPH) di Kota Metro. Untuk pemilik Rumah Potong Hewan (RPH) sendiri di Kota 

Metro sudah memiliki keinginan untuk mendaftarkan usahanya supaya memiliki 

sertifikat halal namun untuk biaya sendiri para pemilik usaha cukup keberatan karena 

mahalnya biaya yang harus dikeluarkan.15 

Industri makanan dan minuman disekitar lingkungan kerja Llembaga 

Pemeriksa Hlalal (LPHl) ataupun Lembalga Pendampingl Proses Produk lHalal (LlP3H), 

masih memiliki masalah yang dihadapi. Maka peran dari lembaga tersebut dalam 

menangani masalah yang ada sangat dibutuhkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu kiranya penulis menggali 

lebih lanjut sudah sejauh mana peran lembaga sertifikasi halal dalam industri 

makanan dan minuman. Mlaka dengan inil penulis tertarilk untukl mengkaji dan 

mlelakukan penelitilan lebih lanjutl dengan ljudul “ANALISIS PERAN LPH DAN 

LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI 

MAKANAN DAN MINUMAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran Lembagal Pemeriksa Hallal (LPH) danl lLembaga 

Pendampilng Proses Produlk Halal (LlP3H) dalam mendukung kepatuhan terhadap 

industri makanan dan minuman dalam penerapan sertifikasi produk halal di Provinsi 

Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peran Lembagal Pemeriksa Hlalal (LPHl) danl Lembaga 

Pendamping lProses Produlk Halal (lLP3H) dalam mendukung kepatuhan industri 

 
15 Bapak Wahyu Abdul Jafar, Wawancara Pribadi Dengan Ketua LP3H Institut Agama Islam Negeri 

Metro,, 24 Juni 2024. 



10 
 

 

makanan dan minuman dalam penerapan sertifikasi produk halal di Provinsi 

Lampung. 

D. Penelitian Relevan 

Puluhan riset dan publikasi yang sudah dilakukan dalam topik sertifikat halal. 

Beberapa penelitian tersebut bisa dikelompokan ke dalam (3) tiga kelompok, yakni : 

peran lembaga sertifikasi halal, sertifikasi halal, dan industri makanan dan minuman. 

Pertama, kajian tentang lembaga sertifikasi halal. Sayma Ayatina menyatakan 

kewenangan Badan Penyelengara Jaminanl Produk Hlalal (BPJPlH) dan Majelis lUlama 

Indonesia (MUlI) sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi hanya terfokus tentang 

perspektif fiqh siyasah tidak membahas mengenai Lelmbaga Pemeriksa Hlalal (LlPH) 

dan Lemblaga Pendamping lProses Produk lHalal (LPl3H).16 Vika Fitriani Utami 

mengkaji tentang Pendamping Proses Produk Halal namun terfokus pada tinjauan 

Maslahat.17 Sedangkan Siti Rahmah menyatakan bahwa Badanl Pelnyelenggara 

Jaminan Plroduk Halal (BlPJPH) memiliki kewenangan untuk mlenetapkan Lemlbaga 

Pemeriksla Halal (LlPH) dlan melaksanakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.18 

Hal senada juga di katakan oleh Ilham wadana mengenai perlan Badan Penyelelngara 

Jaminan Produlk Halal (BPlJPH).19 Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai lembaga yang menangani sertifikasi 

halal. Namun dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan salah satunya adalah belum 

 
16 Saymla Ayatina, “Kewenangan Bladan Penyelenggarla Jaminan Produkl Halal dan Majlelis Ulalma 

Indonesia Dlalam Sertifikasi lProduk Halal Berdasarklan Undanlg-Undlang No 3l3 Tahun 20l14 Perspektif lFiqh 

Sliyasah,” 2023. 
17 Vika Fitryani Utami, “Tinjaualn Maslahat Terhaldap Pendampingan Prolses Produk Hlalal Di PHC 

(Ponorogol Halal Center) l IAIN Ponlorogo” (other, IlAIN Ponorogo, l2023), 

https://etheses.iainponorogo.ac.id/23322/. 
18 Siti Rahmah, “Peraln Badan Penyellenggara Jaminan Prloduk Halal (BPJPHl) Kota Pekanbaru lTerhadap 

Pelaksalnaan UUl No.33 Tahun l2014 Tentang Jamlinan Prodluk Halal” (Unliversitas Islam Rliau, 2022), 

https://repository.uir.ac.id/13338/. 
19 Ilham Wardana, “SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI HALAL MENGGUNAKAN CHATBOT 

(STUDI KASUS: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL)” (skripsi, Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), http://repository.upnvj.ac.id. 
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adanya yang membahas secara focus mengenai peran Lembaga Pemeriksa Halal 

(LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). 

Kedua, kajian tentang sertifikat halal. Atika Ramadhani menyatakan 

kewajiban sertifikat halal sudah terlaksana dengan baik tetapi masih belum efektif 

karena masih ada para pelaku usaha yang belum mengerti akan pentingnya sertifikat 

halal.20 Lusi Nurul Aulia menyatakan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) 

efektif dalam membantu UMKM untuk mendapat sertifikat halal.21 Sedangkan Faizal 

menyatakan sertifikat halal sangat berpengaruh untuk meyakinkan konsumen bah lwa 

produk malkanan atau minulman yang diperjual belikan aman untukl dlikonsumsi.22 

Senada dengan pernyataan Ahmad Zahran Rizqulloh23 dan Zikry Ramadhan.24 

Persamaan dari penelitian berikut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis 

adalah mengenai sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan 

diteliti oleh penulis adalah penulis tidak akan terfokus pada sertifikat halal. 

Ketiga, kajian tentang industri makanan dan minuman. Monika Budiman 

menyatakan nilai perusahaan pada sub sektor industri makanan dan minuman di bursa 

efek Indonesia semakin baik dan berkembang.25 Senada dengan yang dikatakan 

Achmat Gutama bahwa industri makanan dan minuman merupakan peluang usaha 

 
20 Atikalh Ramadhani, “IMlPLEMENTASI KEWAlJIBAN SERTIFIKASI HlALAL PADA PRlODUK 

MAKAlNAN DAN MINUMAlN UMKM DI KECAlMATAN BEJI DEPOlK (Studi Implelmentasi Undangl-

Undlang No 33 Talhun 2014 tentangl Jaminan Produkl Halal)” (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 

2022). 
21 Lusi Nurul Aulia, “EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) 

TERHADAP PENDAPATAN UMK DI KECAMATAN CILANDAK” (skripsi, Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta, 2024), https://doi.org/10/. 
22 Faizal, “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota 

Pekanbaru” (other, Universitas Islam Riau, 2022), https://repository.uir.ac.id/13898/. 
23 Ahmad Zahran Rizqulloh, “FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN PEMBELIAN KULINER 

BERSERTIFIKAT HALAL PADA LAYANAN ONLINE FOOD DELIVERY DI JAKARTA” (skripsi, 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), https://doi.org/10/. 
24 Zikry Ramadhan, “ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PRODUK HALAL DIMEDIASI SERTIFIKASI HALAL PADA MASYARAKAT MUSLIM 

JABODETABEK” (skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023), https://doi.org/10/. 
25 Monika Budiman, “Determinan Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Industri Makanan Dan Minuman 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” (SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I JAKARTA, 2024), 

http://repository.stie-yai.ac.id/1746/. 
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yang sangat menjanjikan karena kedudukannya di bursa efek Indonesia sangat baik.26 

Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai industri makanan dan 

minuman namun penelitian diatas terfokus pada bursa efek akan makanan dan 

minuman. Perbedaan yang ada adalah penulis tidak akan membahas mengenai bursa 

efek di Indonesia. 

Dari ketiga bidang kajian diatas belum ada yang mengkaji mengenai peran 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal 

(LP3H) dalam penerapan sertifikasi halal. Melihat bagaimana banyaknya industri 

makanan dan minuman, penting untuk mengetahui bagaimana peran lembaga yang 

menangani mengenai sertifikat halal untuk mendapat gambaran yang belum ada dari 

tiga kajian diatas. Diharapkan akan mendapat gambaran yang lebih optimal sehingga 

bisa masyarakat mengerti lebih dalam akan lembaga sertifikasi halal. 

 

  

 
26 ACHMATl GUTAMAl PUTRA GANDHI, “PENGARlUH PROFITABILITAlS, UKlURAN 

PERUSAHAAN DlAN STRUKTUlR AKTIVA TERHlADAP STRUKTUR MlODAL INDUSlTRI 

MANUFAKTUlR MAKAlNAN DAN MINUMAlN YANG TERDAFlTAR DI BURSlA EFEK IlNDONESIA 

PERIODE 2l013-201l7” (undergralduate, STIESIAl SURlABAYA, 2019), https://repository.stiesia.ac.id. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses 

Produk Halal (LP3H) 

Peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek 

dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, 

berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukan pada fungsi 

penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Menurut Soerjono Soekanto, peranan 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Seseorang menjalankan perannya 

dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran diartikan 

sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.27 

Indlonesia memilikli lembalga-lembaga yang diperuntukan untuk menanglani 

masalalh yang ada di Indonesia, telrmasuk juga malsalah produk halall yaitu Maljelis 

Ullama Indonesia (lMUI). Majelis lUlama Indoneslia (MUI) berdiri padal talhun 

1975 atas usulan dari Presidlen Soleharto. Gagaslan pembetukan Majelis Ulama 

Indonesia (lMUI) adalah sebalgai wadah untluk menjallin komunikasi yang lbaik 

antara umalt Islam delngan Pemerintah. lLembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

terdiri dari ulamla-ulama olrlganisasi Islam lseluruh Indonelsia, seperti Nlahdlatul 

Ulama (lNU), Muhamlmadiyah, Syariat Islam, daln lainl-lain. Lembagla ini 

bertujulan untuk meningkaltkan kegiatan ylang berhublungan dengan daklwah Islam 

ldan bagaimanal cara mengkoordlinasikannya. Sellain itu Majelis Ulama Indonesia 

(MlUI) juga bertindlak sebagai kolnsultan dan perantarla antara organisasli yang 

 
 27 Dina Dwi Silvialorensa Eka Qurrotul,Sindy Khoirunnisa, “PERKEMBANGAN PERAN 

MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT TERHADAP KEGIATAN EKONOMI ISLAM,” 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 7, no. 2 (August 30, 2021): 180, https://doi.org/10.35972/jieb.v7i2.584. 
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sudlah lada.28 Salah slatu tugas Mlajelis Ulama Indolnesia (MUlI) adalalh 

mengeluarkaln fatwa-flatwa mengenai pangaln, obat, dan koslmetika. Sidalng lfatwa 

juga terdliri dari komisli fatwa berlsama Lembagla Pengkajian Panglan, Obat danl 

Kolsmetika (LPPOlM) Majelis Ulama Indonesia (MlUI). Anggota lLembaga 

Penglkajian Pangan, Oblat dan Kosmetlika (LPPOlM) hanya melapolrkan hlasil 

penelmuan merleka akan produlk-produk palngan, sedangkanl untuk menetapkan 

lhalal dikeluarkaln oleh komlisi fatwa. 

Pada tahun 1988 sebelulm adanya sertifiklasi halal, penandlaan ldiberikan 

padla produk tidak lhalal sebagaimanla yang diatur dallam putusan Mlenteri 

Kesehatan Rlepublik Indlonesia No 280/Mlen.Kes/Pler/XI/76 telntang ketelntuan 

peredaran daln penandaan mlakanan yang mengandunlg bahan yanlg berasar dlari 

lbabi. Ketentuan ltersebut berlaku ulntuk produlk impror maupuln lokal. lTanda 

peringatan halrus dipasang palda wadah atau klemasan baik dicetlak mlaupun 

direkatkan lpada kemlasan. Llabel pula harus memiliki dual unsur yaitu glambar 

lbabi dan peringatan melngandungl babi.29 

Lemlbaga pengkajian palngan, obat-obatlan dan kosmetika lMajelis Ulalma 

Indonesia (LPPlOM MlUI) pertama kalli didirikan talnggal 6 janluari 19l89. Sebelum 

berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) banyak 

beredar isu mengenai makanan halal yang terkontaminasi produk non-halal. 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) bertugas untuk 

melakukan pengujian produk sebelum mendapatkan sertifikat halal. Selama 25 

 
28 Iffah Karimah, “PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG 

DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL,” Journal of Islamic Law Studies 1, no. 1 (6 Februari 2018): 112. 
29 Anilta Priantina, lSafeza Mohd Sapilan, “Sertifikasi lHalal Di Indonesia: lDari Volunltary Menjadi 

Mandatorly,” Taslyri’ : Journal ofl Islamlic Lalw 2, nlo. 1 (30 Januari 2023): 97, 

https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48. 
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tahun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI) menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal.30 

Tahun 1996 mentleri kesehataln Republik Indlonesia kembali mengeluarkan 

keputusan No 82/MENKESl/SK/I/19l96 tentang pencanltuman kata halal padla 

labell pangan yang diterbitkan. Lalu ldiubah lagi denglan keputusan melnteri 

kesehatan No l924/MENKElS/SK/VIII/1l996 perlubahan terletak lpada ketelntuan 

mengelnai otoritas llabel hlalal. Jika sebelumnlya hanya menlyebutkan deparltemen 

kesehatan, lalu di sebutkan bahwla labelisasi alkan dilakukan dengaln kerjasama 

antarla Kemelntrian kesehatan, Kemlentrian Agamla, dan lMajelis Ulamla 

lIndonesia.31 

Peraturan akan sertifikasi halal pada saat itu masih terkesan kurang 

sistematis yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi 

hukuml yang kulat. Selain litu masih banyaknyla produk yang bereldar di 

masyaralkat belum semlua terjamin kehallalannya, sehingga lmemerlukan peraturan 

yang lkomprehensif  yang mleliputi produlk barang danl jasa. Dengan adanya alaslan 

tersebutl maka dikeluarkan peraturan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal yang dikhususkan untuk mengatur tentang sertifikasi 

halal.32 Lalu Undang-Undang tersebut berlaku secara penuh pada tanggal 7 

oktober 2019.  

Badaln Penyelenggaral Jaminan Produkl Halal (BPJlPH) berdiri atals almanat 

dari Undlang-Undang Jaminaln Produlk Halal (UUJPH). Badan Penyelenggara 

 
30 Khairul Hafiz, “Analislis Proses Bisnils Sertifikasi Halal Di Elra Baru Sertifikasi Bladan Penyelelnggara 

Jaminan Plroduk Halal,” JIM: Jurnall Ilmiah Mahasislwa Pendidikan Sejlarah 8, no. 4 (3l1 Agustlus 2023): 5033, 

https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26972. 
31 Anita Priantina, Safeza Mohd Sapian, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Dari Voluntary Menjadi 

Mandatory,” Tasyri’ : Journal of Islamic Law 2, no. 1 (30 Januari 2023): 103, 

https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48. 
32 Susilowatil Suparto, Djanlurdi D Devliana, Yuanitaslari, Agus Suwlandono, “HARMONlISASI DAN 

SINKRONISASI lPENGATURAN KELEMBlAGAAN SElRTIFIKASI HALAL TERKAITl PERLINDUlNGAN 

KONSUlMEN MUSLIM lINDONESIA,” OLDl WEBSITE OF lJURNAL lMIMBAR HUKlUM 28, no. 3l (15l 

Oktober 20l16): 428, https://doi.org/10.22146/jmh.16674. 
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Jamlinan Produlk Halal (BPJPHl) memiliki wewenang alntara lailn untuk 

merumusklan dan menetaplkan kebijakan Jaminlan Produk lHalal, menetaplkan dan 

mencabut sertifikasi lhalal pada produk luar negeri.33 Dengan begitu wewenang 

yang tadinya dimiliki oleh Maljelis Ulama Indoneslia (MlUI) saat lini berallih 

kepada lBadan Penyelenglgara Jaminanl Produk Halall (BPJPlH). Dan lembaga 

Majelis Ulama Indonesia hanya berwenang mengeluarkan fatwa. 

Ulndang-Undalng No 1l1 Tahun 2020 tentalng Cilpta Kerja telah mengubah 

lbeberapa regulasi Ulndang-Undanlg Jaminan Prolduk Halal. Denglan aldanya 

peralturan baru ini semua barang yang masuk, beredar, dan diperjual belikan di 

wilayah Indonesia yang tadinya bersifat sukarela menjadi harus memiliki sertifikat 

halal. Hal itu dilakukan oleh pemerintah  memberikan perlindungan hukum juga 

memberikan hak-hak untuk warga Negara Indonesia. Sertifikat halal juga 

bermanfaat untuk meningkatkan daya saing produk dipasar domestic dan 

internasional serta mempercepat pengembangan produk halal agar bisa unggul 

dalam pasar global.34 

Proses pemeriksaan sertifikalsi halal lini juga dilakukan olleh Lembaga 

Pemeriksla Halal (LPHl) yang mana lembaga tersebut sudah di akreditasi loleh 

Badan lPenyelenggara Jamilnan Produk lHalal (BPJlPH). Jumlah Lembaga 

Pemeriksa Halal (LPH) sendiri sudah naik drastis. Lembaga Pemeriksa Halal 

sendiri sudah ada 30 Lembaga di Provinsi Lampung, hal tersebut mempermudah 

dan meringankan beban biaya pelaku usaha. Prolses sertifikalsi halal salat ini 

memiliki 3 lemlbaga ylang bekerja sama dalam penerbitan sertilfikat halall yaitu : 

1) Badlan Penyelenggalra Jaminan Produlk Halal (BlPJPH) 

 
33 Nahlah A, Ika Fahrika, “Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam 9, no. 2 (July 2, 2023): 1891–1905, https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923. 
34 Dita Anjani, Ahmad Iqbal Jaza., “Analisis Ekonomi Politik Lembaga PJPH, LPH, Dan MUI Terhadap 

Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia,” Niqosiya: Journal of Economics and Business Research 

3, no. 2 (31 Desember 2023): 432, https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i2.2383. 
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2) Lemlbaga Pemerilksa Halal (LPlH) 

3) Majellis Ulama Indonlesia (MUIl) 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki tugas untuk melakukan audit 

atau pemeriksaan produk halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ini berasal dari 

pemerintah, masyarakat ataupun institusi. Setelah audit dilakukan Majeli ls Ulalma 

Indonelsia (MlUI) dan Badlan Penyelenggara lJaminan Produkl Halal (BPlJPH) 

Mengesahkan sertilfikat hlalal. Lalu dengan terbitnya Peratulran Pemerlintah lNo 39 

Tahlun 2021 Telntang Penyelenggaraaln Bidang Jamilnan Produkl Halal membuat 

kewenangan Badanl Penyelenggara Jaminaln Prodluk Halal semakin besar. Dalam 

pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) mulai dari regulasi teknis sertifikasi, 

menejemen sertifikasi ylang dilakukan lBadan Penyellenggara Jaminan Prolduk 

Hallal (BlPJPH), sistem informasi, kelembagaan struktur di daerah, dan hal selain 

teknis pelaksanaan sertifikasi halal.35 Kualitas aluditor halal haruls tetap tlerjaga 

dengaln menetapkan pelrsyaratan bahwa auditolr harus berasall dari latar blelakang 

keilmuan ylang lsesuai, yaitu biololgi, farmasi, plangan biokimia, teknilk indlustri, 

ldan lkimia.  

 

B. Sertifikat Halal 

Sertifikat Halal adalah sebuah dokumen resmi dari fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa suatu produk mematuhi prinsip-prinsip 

syariat Islam.36 Proses sertifikasi ini melibatkan serangkaian pengecekan yang 

dikerjakan langsung oleh auditor yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Hasil 

dari pengecekan ini kemudian digunakan untuk menetapkan status kehalalan 

produk, yang selanjutnya dicatat dalam sebuah dokumen. Malsa berlakul sertifikat 

 
35  Nahlah A, Ika Fahrika, “Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia.” 
36 Maisyarah Rahmi HS, Lc , M. A. Ph.D, Maqasid Syariah Sertifikasi Halal (Bening Media Publishing, 

2021). 
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hlalal sampai 4 tahlun dan bisa diperpanjang. Perusahaan lyang telah mendapatklan 

lsertifikat hallal harus mempertahankan kesesuaian produk lyang mereka miliki 

dengan standar kehalalan dan secara rutin setiap 6 bulan untuk mengirimkan 

laporan tentang penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di dalam perusahaan 

mereka. 

Hukum Nasional Indonesia sertifikasi halal memiliki posisi penting dalam 

sistem hukum dan memberikan kepastian hukum yang mengikat serta memiliki 

substansi hukum yang kuat. Hal ini diatur dalalm Undangl-Undang No 33 lTahun 

2l014 tentang Jaminaln Prolduk Halal, lyang juga merupakan blagian upaya dari 

perlindungan konsumen dalam hukuml Islam.37 

Proses penetapan kehalalan produk dan sertifikat halal, auditor yang 

kompeten dalam hal ini sangat diperlukan. Jika semua syarat kehalalan sudah 

terpenuhi, pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. 

Produk yang telah mendapat sertifikasi ini memasang label halal dan nomor 

registrasi pada kemasannya, sehingga konsumen dapat mengidentifikasi produk 

tersebut sebagai produk yang telah memiliki status halal.38 

Unldang-Undang Rlepublik Indonesia lNomor 33 Tahunl 2014 telntang 

Jalminan Produk lHalal yanlg telah mengalami perubahan beblerapa plasal melalui 

Undanlg-Unldang Republik Indonesia Nolmor 11 Tahun 20l20 tentalng Cipta lKerja 

adalah sebuah bentuk ketertiban pemelrintah dalalm melindunlgi warga Indonlesia. 

Pemerintah telah berusaha untuk memastikan bahwa konsumen tidak 

 
37 Panjil Adam Algus, “KEDUDlUKAN SERTIFIKAlSI HALAL DALlAM SISTEM HUlKUM 

NASIONAL SEBlAGAI UPAYA lPERLINDUNGAN KOlNSUMEN DALAlM HUKUM IlSLAM,” Amlwaluna: 

Jurlnal Ekonomi ldan Keuangan lSyariah l1, no. l 1 (31 Jlanuari 2017): l163, 

https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172. 
38 Altikah Ramadhani, “IMlPLEMENTASI KEWAlJIBAN SERTIFIKASI HALAlL PADA PlRODUK 

MAKANANl DAN MINlUMAN UMKM DI lKECAMATAN BEJI lDEPOK (Studi Implemlentasi Undalng-

Undang lNo 33 Tahunl 2014 tentang Jaminlan Produk Hallal). UIN lSYARIF HIDAYATULLlAH JAlKARTA 

2l022” 17 
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mengonsumsi produkl yang tidalk hallal dengan mewajibkan pencantuman talnda 

halal langsung palda label produlk, yang dikeluarkan setelah mendapat sertifikasi 

halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).39 

Ulndang-Unldang No 33l Tahun 201l4 tentang Jaminanl Produk lHalal, Badanl 

Penyellenggara Jaminanl Produk lHalal (BPJPlH) memiliki tanggung jawlab 

langsung lkepada Menteri Agama dengan memegang beberapa tugas, yakni : 

1) Merumuskaln dan menetapkaln kebijakan Jalminan Produlk Hallal (JPH). 

2) Menletapkan norma, stanldar, prosedur, daln kriteria Jaminaln Produk Hlalal 

(JPH). 

3) Menerbitklan dan mencabut sertifiklat halal dan labell halal pada lproduk. 

4) Melaklukan registrlasi sertifikat halal palda produk luar lnegeri. 

5) lMelakukan sosialislasi, edukasi, dan pulblikasi produlk halal. 

6) Melalkukan akreditasi lterhadap Lembalga Pemeriksa Hallal (lLPH). 

7) Melakulkan registrasli Auditlor Halal. 

8) Melalkukan pengawasan telrhadap Jaminan Plroduk Halall (JPH). 

9) Melalkukan pembinaanl Auditor Hallal. 

10) Mellakukan kerjal sama dengan lembaga ldalam dan luar negelri di bidlang 

penyelengglaraan Jaminan Prloduk Halall (JlPH) pasall 6 Undang-Ulndang 

Jalminan Produk lHalal. 

Bladan Penyelelnggara Jaminanl Produk Halal (BPlJPH) bertanggung jawab 

untuk menetapkan logo atau label yang berlaku diseluruh Indonesia dan memiliki 

 
39 Farid Wajdi; Diana Susanti; Tarmizi;, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia (Sinar Grafika, 

2021), 12 //library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D21733. 
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kekuasaan dalam mengeluarkan atau mencabut logo halal sesuai dengan 

kewenangan.40 

Badlan Penyelenggara lJaminan Produk Hallal (lBPJPH) lembaga ylang 

menerbitkan sertifikat halal, Lembalga Pemeriksa lHalal (LlPH) adalah lembaga 

pemeriksa kehalalanl prolduk dan Majellis Ulama Indoneslia (MlUI) adalah 

lembaga lpenetapan kehalalaln produk. Ketiga lembaga tersebut bekerjasama 

dalam memastikan kehalalan produkl yang beredar ldi Indonlesia. Persyaratan 

permohonan sertilfikasi halall antara lain : 

1) Surlat perlmohonan 

2) Nomlor Induk Belrusaha 

3) Penyelila Halal 

4) Dalftar nama prloduk, matriks dan blahan baku 

5) Alur proses produksi 

6) Sistem jaminan produk halal 

Dokumen persyaratan tersebut harus dilengkapi oleh pelaku usaha dalam 

melakukan pengajuan sertifikasi halal. Proses permohonan pengajuan sertifikasi 

halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang kemudian menetapkan jadwal 

dan menetapkan jadwal dan menetapkan biaya pemeriksaan. Setelah semua 

tahapan tersebut dilalui kemudian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melaporkan 

hasil audit lapangan kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 

ketetapan halal yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penerbitan sertifikat 

 
40  Hayyun Durrotul Faridah, “SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA : SEJARAH, 

PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI,” Journal of Halal Product and Research (JHPR) 2, no. 2 (21 

Desember 2019): 73, https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2. 
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halal. sertifikat halal ditanda tangani secara digital yang sudah didapatkan ke 

Balai Sertifikasi Elektronik (BDRE).41 

Badan Penyelengga Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga mengadakan 

program sebagai upaya menyukseskanl kehalalan selluruh produlk halal yalng ada 

diIndonesia, yaitul prlogram sertifikasi halal glratis (SElHATI) pada tahuln l2022. 

Upaya untuk mempercepat programl SEHATI adalah merekrut Pendamping 

Proses Produk Halal (PPH). BPJPH sendiri memlinta bantuanl dari kolmponen 

pendidikan lseperti Dosen lPerguruan Tinggil Negerli maupun Swalsta, Serta Orlmas 

Islam atau Lembaga Kealgamaan lIslam. Lemlbaga Penldamping Proses Produk 

Halal (LP3H) yang ditunjuk sebagai mitra olleh Badan Pelnyelenggara Jamlinan 

Produlk Halal (BPJPlH) dapat melakukaln pelatihan pendamping sesuai dengan 

standar Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendamping Proses 

Produk Halal (PPH) sendiri beralsal dari Mahasliswa Negeri/Slwasta, kalder 

Ormals/Lembaga Islam dlan Penyuluhl Keaglamaan. Pemberianl pelayanan 

sertifikalsi gratis ilni hlarus memenuhi langlkah-langkah latau perenclanaan sesuai 

dengalvn deklarasi atlau self decllaration dari pelaklu uslaha. Bebelrapa pelrsyaratan 

sertiflikasi halall gratis bagi pelalku usaha katelgori self dleclare yailtu :42 

1) Bahaln yang diglunakan tildak beresiko dan lmenggunakan blahan yalng sudah 

dlipastikan kehalalanya. 

2) Diplastikan proses plroduksinya halal daln sedlerhana. 

 
41 Hafiz, “Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal Di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal.” 
42 Zusi Eka Fitri, Aji Jumiono, “Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan,” Jurnal Ilmiah Pangan Halal 3, 

no. 2 (11 Oktober 2021): 5, https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676. 
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3) Haslil penjualaln (omset) mlaksimal lRp.500 julta hal ini dilbuktikan ldengan 

pernyataan mandirli dan memliliki modal usaha salmpai paling maklsimal lRp.2 

lmiliar. 

4) Mlempunyai Nomor Ilnduk Berulsaha (NlIB). 

5) Darli segi penyilmpanan, loklasi, tempat danl alat proses plroduk halall harus 

tlerpisah dengan alalt dan prosesl produk yang tildak lhalal. 

6) Adanya sertifilkat izin ledar, sertiflikat kygiene keslehatan untuk prolduk plangan 

denganl durasi kurlang dari seminggu altau izin indulstry lainnya dengan 

ilnstansi terdekalt. 

7) Akltif berproduklsi selama satu tahun slebelum menglajukan sertilfikasi hlalal. 

8) Plroduk yang dibluat sebagai baralng (bukaln jasa atau resltoran, kantiln, jasa 

bloga dan lkedai/warung lmakanan). 

9) Badan lyang akan digulnakan telah disertilfikasi sebagai blahan lhalal. 

Diautelntikasi dengan lsertifikat halal atau tlermasuk dalaml daftar bahaln 

menurut Peraturaln Menterli Agama lNo 1360 Tlahun 2021 tentalng bahan ylang 

dikeclualikan darli kewlajiban bersertifikat hlalal. 

10) Tidak menggunakan blahan berbalhaya. 

11) Dislertifikasi halal oleh lpendamping halal. 

12) Jenils produk belrsertifikat halall tidak mengandulng unsur hewaln yang 

dilpotong lkecuali berasal dalri produsen berlsertifikat halal altauh RlPH ungags. 

13) Penggunalan perallatan produksi blerteknologi sederhlana atau operlasi produksi 

lmanual atau lsemi otlomatis. 

14) Prolses pengawletan produk tidakl menggunakan teknlologi radliasi, relkayasa 

genetik, ozonlisasi atau komlbinasi dari belberapa penglawetan. 
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15) Mengilsi aplikasi selrtifikasi lhalal beserta lmekanisme aplikasi pelserta usaha 

latau secalra online mellalui SIHlALAL. 

Proses pengajuan serltifikasi halall ada beberapa pilhak ylang ikut terllibat 

dalam lproses sertifilkasi halal yaitu Baldan Penyelenggalra Jaminan Prloduk Hlalal 

(BlPJPH), Llembaga Pemeriklsa Halal (LPlH), Lembaga Pelndamping Plroses 

Prodluk Halal (LP3lH), dan Majellis Ulama Indolnesia (MUI). Badan 

Penyelenggara Jaminan Prodluk Halal (BlPJPH) memiliki tanggung jawab untuk 

mengelola aspek ljaminan produlk halal. Lembagal Pemelriksa Halal (LlPH) 

memiliki tugas : 

1) penelitian dokumen,  

2) menetapkan jadwal audit,  

3) menjalankan audit,  

4) mengadakan rapat auditor,  

5) mengeluarkan nota audit, dan  

6) menginformasikan hasil audit pada pertemuan Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). 

Komisi Fatwa, yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

bertanggung jawab untuk menentulkan status kelhalalan prodluk berdlasarkan hasil 

auldit dan mengleluarkan ketetapanl lhalal Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Rincian lebih lanjut mengenai tahapan proses sertifikasi halal dapat ditemukan 

dalam gambaran : 
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Untuk mendapatkan sertifikat halal, para pemilik usaha haruls memlenuhi 

perslyaratan dokumen yang telah lditetapkan oleh Badaln Penyelenggara Jalminan 

Produlk Hallal (BPJPH) dan juga harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) 

sesuai dengan peraturan pemerintah. Setelah langkah-langkah awal ini 

diselesaikan, para pengusaha dapat memilih Lelmbaga Pemeriklsa Halal (LPlH) 

dan Lelmbaga Pendampingl Proses Prodluk Halal (LP3H) untuk mellakukan 

penilaian terhadap produk pelaku usaha. Contoh untuk sertifikat halal : 

 

 

 

 

 

 

 

Produk yalng diperjual beliklan di Indonlesia sekarang ini perlu sekali 

memiliki sertifikat halal. Berdasalrkan ketentualn yang tercalntum didalam Pasal 

24 Ulndang-Undlang Jaminanl Produk Hallal, terdapat beberapa kewajibaln yanlg 

harus dipatuhi olleh pelaku uslaha dalam proses mengajukan permohonan 

sertifikat halal dan setelah mendapat sertifikat halal, pelaku usaha yang 

mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha yang mengajukan 

permohonan sertifikat halal memiliki tanggung jawab sebagai berikut : 

“1) Melmberikan infolrmasi secara blenar, jelas ldan juljur. 2) lMemisahkan 

lokasi, templat dan lalat penyembelihan, pengelolahan, penylimpanan, 

pengemasaln, pendistriblusian, penjualan, dlan penyajian alntara prodluk halal 

dan tildak hallal, 3) Memilliki penyellia hallal. 4) Melaporkaln perublahan 
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komposisi balhan kepada Baldan Penyelenglgara Jaminaln Produk Hlalal 

(BPlJPH)”.43 

 

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasall 25 Undalng-

Undangl Nomor 3l3 tahun 2014 tlentang Jaminan lProduk Hallal, pemilik lusaha 

yang sudah mendapatkan sertifikalt hallal memiliki kewajiban : 

“1) Mencalntumkan label lhalal terhadap prloduk yang telahl mendapat 

selrtifikat hallal. 2) Menjalga kehalalan plroduk yangl telah memlperoleh 

sertlifikat lhalal. 3) Memisahlkan lokasi, templat dan penyemlbelihan, lalat 

penlgolahan, penyimpalngan, penglemasan, pendistriblusian, penjualan, ldan 

penyajilan antara plroduk halal danl tidakl halal. 4) Melmperbarui sertifilkat 

halal jikla masa berllaku sertifikat hlalal beralkhir. 5) Melalporkan perubahlan 

komposisi bahlan kepada lBadan Penyelenggalra Jaminan Produkl lHalal 

(lBPJPH)”.44 

 

Pasal 26 dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal, pemilik usalha yang memlproduksi barang dalri bahan yanlg dilarang dalam 

agama Islam tidak diharuskan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal. 

Mereka hanya diwajibkan untuk menalndai produk mlereka denglan keterangan 

bahwa lproduk tersebut tlidak hlalal. Sedangkan pasar 27 dari Undang-Undang 

menjelaskan bahwa pemilik usalha yanlg telah memperoleh sertilfikat halal lnamun 

tidak memenuhi kewajibannya akaln dikenai sanksi administratif, atau penclabutan 

sertifilkat hlalal.  

“Pelaklu Usaha yanlg tidak menjaga kelhalalan Produk ylang telah mlemperoleh 

sertifiklat halal sebaglaimana dimaklsud dalalm Palsal 25 hurulf b dilpidana 

dallam penjalra paling lalma 5 (llima) tahuln atau pidana dendla paling blanyak 

lRp2.000.000.000,00l (dua mliliar lrupiah)”.45 

 

 

 

 
43 Republik Indonesia, “Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal.”2014. 
44 Republik Indonesia, “Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal.”2014. 
45Republik Indonesia, “Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal.”2014. 
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C. Industri Makanan dan Minuman 

Makanlan adalah segalla sesuatu yang lberasal dari sumbler hayatil dan lair, 

lbaik yang diolah lmaupun tidak dliolah, ylang diperuntukan sebalgai makanaln atau 

minumaln bagi konsumsi lmanusia, termalsuk bahan tambalhan panglan, balhan 

baku panglan dan bahan llain yang diglunakan dalam prosles pelnyiapan, 

pengelolahan, dlan pembuataln makanan dan lminuman. Mlakanan halal adlalah 

pangaln yang tidalk mengandung unslur atau bahlan yang haraml atau dilalrang 

untuk ldikonsumsi umat ilslam, bailk yang menylangkut bahan baklu pangan, blahan 

tambahaln pangan, bahaln bantu dan balhan lainnya termlasuk bahan panlgan ylang 

diolalh melalui prolses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang 

pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum agama islam.46 

lKawasan industri hlalal menurlut Kementrian Perilndustrian (Kemenprin) 

aldalah kawaslan indulstri yang didalamnya lsemua industri menerlapkanl atau 

sesuai dengaln standlar islam. Konslep ini dibangunl dengan bekelrja sama 

diperdagangan ldan industri ldan Majelis Ulamal Indonesia (MlUI) denganl fokus 

produk lutama yang alkan dikembangklan adalah plroduksi lmakanan mlinuman, 

kosmetik, obatl-obatan, daln fashion yang mlenggunakan standalrisasi lhalal.47 

Industri makanan halall mlenjadi salah satu ilndustri halal ylang palling 

potensiall untuk dlikembangkan. Sleiring dengan berltambahnya jumlalh penduduk 

muslilm di ldunia, bahkan saatl ini bukan hlanya orang musliml sajal yang menjadi 

penikmalt makanaln halal, tetapil juga dicari oleh olrang non lmuslim. Inldustri 

makananl halal yang berplotensi ini mlenjadi daya tarikl untuk dikembalngkan tidlak 

 
46 Dhalru Triasilh, B. Rini Heryalnti, dan Doddly Kridasaksalna, “KAJIAN TElNTANG 

PERLINDUlNGAN HUKlUMBAGI KONSlUMEN TERHADAPl PRODUK MAKANAlN BERSERTIlFIKAT 

HALAL,” lJurnal Dilnamika Sosiall Budlaya 18, no. 2 (9 Agustus 2017): 216, 

https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571. 
47 Oktovilana Banda Slaputri, “Pemetaaln Potensi Indonesia Slebagai Pusat Inldustri Halal Dlunia,” Julrnal 

Masharif All-Syarialh: Jurnal lEkonomi dan Perlbankan Syalriah 5, lno. 2 (28 Novelmber 202l0), 26, 

https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127. 
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hanya balgi negara lyang mayoritlas musliml saja, namun ljuga balnyak 

dikembanglkan dinegara-nelgara yang malyoritas penduduknya bukan muslilm. 

Salalh satu negalra yang paling domlinan melakukanl promosi terhadlap indusltri 

makanan hall ini salah slatunya adalalh Thaliland. Industri lmakanan halall ini 

ulmumnya memililki harga relatlif lebih mahal dilbandingkan denglan produlk non 

lhalal. Namun dlemikian proses dlan olahan yang baikl dan sehalt, produlk makanan 

halall justru mlenjadi daya tarik tlersendiri bagi pelnikmat malkanan slehat.48 

Industri makanlan adalah indlustri yang mencalkup pengolahanl produk 

pertanian, perklebunan, dan perilkanan menjadi mlakanan dan jugla mencakulp 

produk sletengah jadil yang tidak secalra langsung melnjadi produk mlakanan. 

Indusltri makalnan saat ini telah menjaldi salahl satu industri lyang berklembang 

pesat. Proses menciptakan produk makanan halal bukan hanya mulai dari sumber 

makanan itu berasal tetapi juga mencakup proses pengepakan, distribusi, 

pengolahan, sampai dengan penyajian. serta penting saat ini untuk mendapat 

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu tanda bukti 

bahwa produk yang diperjual belikan telah memenuhi syarat kehalalan yang telah 

ditetapkan.49 

Inldustri halall harus memperhatikan laspek indulstri, produksi danl konlsumsi, 

kletiga aspek tersebult disertai dengan plenggunaan kecanggihan telknologi dalalm 

prosles prodluksi dan distrilbusi, sehingga ldiperlukan acuan hukulm Islam dallam 

rangka lmabadiul. Disinlilah seorang musliml harus lebihl memperhatikaln produk 

apa yalng mereka konsulmsi dengan menyarling produkl halal altau haram. Produk 

yalng halall diamlbil, sedangkan lyang tidak jelasl dan terutama ylang haram 

 
48 Oktolviana Banda Slaputri, “Pemetaaln Potensi Indonesia Sebaglai Pusat Industrli Halal Dunila,” Jurnal 

Masharifl Al-Slyariah: Jurlnal Ekonomi dan Pelrbankan Syalriah 5, nlo. 2 (28 Nlovember 2l020), 31, 

https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127. 
49 Nurdin Nurdin dkk., “Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu,” Jurnal Ilmu Ekonomi 

Dan Bisnis Islam 1, no. 1 (12 Juli 2019): 4-5, https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.1.1-12. 
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ditilnggalkan. Konsulmen Indonelsia telah melmpunyai pemahalman makna hallal 

yang bailk lsehingga permintaan paslar halal cukup tinlggi. Industrli wajib 

mensulplai produk halall buat menjaluhi kehilanggan pemasaranl yang lbesar. 

Konsumenl dapat melakukanl penilaianl terhadap standarl kualitas makanlan 

berdaslarkan pengetahuanlnya dalam memlaknai produk halall berdasarkan 

sertifiklasi lhalal.50 

Blank Indonesia lsebagai regullator monoter tlelah mempersiapkaln lanlgkah 

dan strategi dalam memajukan dan menldorong percelpatan indusltri makanan 

halal, lyaitu :51 

1) Meninlgkatkan dayla saing (competitivleness) artinya luntuk menlgetahui 

standar lproduk yangl diinginkan oleh lkonsumen, proldusen perlu 

mellakukan pemetaanl pasar untuk sellanjutnya melakukaln proses 

produksli terhadap lyang akan ditalwarkan harus mlemiliki standard an 

kualitals tertentu yanlg dapat bersaing ldengan produk-prolduk sejelnis 

ldimacanegara. 

2) Sertiflikasi (certificlation) artinya plrodusen dan pelakul produlksi 

diberikaln kemudahan ldalam mengakses sertifilkasi halal dalalm setiap 

produkl yang diprolduksi. 

3) Membalngun koordinasil (coordinatilon) artinya lBank Indonesila 

mengajalk seluruh pihak lyang terlibatl khusunya pemegalng kendalil 

kebijakan luntuk membangun lkoordinasi untuk klemudahan komunilkasi 

 
50 Burhanuddin,  Setyo Riyanto, “Perilaku Konsumen Muslim Indonesia Terhadap Perkembangan Produk 

Makanan Dan Minuman Halal,” Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan 10, no. 2 (4 Juli 2022): 652, 

https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.489. 
51 Oktolviana Banda Saplutri, “Pemetalan Potensi Indonesia Sebalgai Pusat Indulstri Halal Dlunia,” Jurlnal 

Masharif lAl-Slyariah: Jurnal Elkonomi dan Perblankan Syarilah 5, lno. 2 (28 November 2020), 31, 

https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127. 
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dalaml mengefisiensiklan biaya agarl dapat menciptalkan iklim 

perlekonomian kolndusif. 

4) Publiklasi (campalign) artinya setelah mlelalui tahapan prosels pencliptaan 

prloduk makanan ylang selsuai dengan sltandar yang dihalrapkan dlan 

kemudahlan dalam menglakses sertifikasi hlalal, kegiatanl promosi 

menjadi lpoin yang slangat krusial dillakukan. 

5) Menjallin kerja salma (coordinaltion) antara pelaku ilndustri denglan 

lelmbaga terklait, baik dlari sisi nasional lmaupun dikanclah intelrnasional. 

Maka dari itlu diperlukan lketerlibatan dan lkoordinasi pelmerintah, 

pemanglku kebijakan daln pelaku industri llintas sektor dallam membangun ilndustri 

halall di lIndonesia, serta lperan aktif masyarlakat sebagai aglen-agen promolsi 

prolduk syariah ldi dunlia yang semakin maju perkembangannya. Indulstri hallal 

dapat memalsuki plasar modal dapat selgera diwujuldkan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitlian ini menggunaklan lpenelitian kualitlatif dengan 

menggunakan pendekatan hukulm normatif dan plenelitian lapangan . Dalam 

konteks lpenelitian hulkum nolrmatif, memiliki fokus utama pada bagaimana 

hukum berpotensi dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan studi lapangan 

yang mencakup wawancara dengan ketua Lembagla Pemeriksa lHalal (LPlH) dan 

Lembagal Pendamping Plroses Produk Hlalal (LP3lH) sebagai metode utama. 

Tujluan utama dalri penelitian ilni adalah untuk mlengetahui  bagailmana peran 

Lembaga Sertiflikasi lHalal terkait Industri Makanan dan Minuman. 

 

B. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

 Sumber Data primelr pada penelitian ini diperloleh melalui wawlancara 

dengan ketua Lembalga Pemerilksa Halal (LPHl) dan ketua Lembalga 

lPendamping Proses lProduk Halal (LP3lH) di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung dan ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) 

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Data diambil dari lembaga 

pusat perguruan tinggi islam negeri yang ada di Lampung. 

2) Sumber Data Sekunder 

 Balhan hukum selkunder merujuk pada materi huklum yang 

melmberikan klarifikasi atau informasi tambahan tentang balhan hukulm utama. 

Bahan hulkum seklunder dapat berupa publlikasi yang berisi informasi hulkum 

namun bukan lmerupakan dokumeln resmi. Publiklasi tentang lhukum meliputil 
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bulku-bulku teks, kamus-lkamus huklum, jurnall-jurnal hukum, ldan Undang-

Undang regulasi terkait Jaminan Produk Halal. 

 

C. Tehnik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Wawancalra merupaklan alat pengulmpulan data ylang sering digunalkan 

untuk mendapatkan informlasi dalam situlasi praktis. Wlawancara adalah 

sebuah percakapan yangl terjadi antara dua individu, yaitu pelwawancara yalng 

mengajulkan pertanyaan ldan narasumber atau yalng di wawancalra melmberikan 

tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Metode yang digunakan adalah 

mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan menanyakan beberapa 

pertanyaan yang telah disiapkan secara semi terstruktur. Pertanyaan ini 

diajukan langsung kepada ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Ketua 

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung dan Intitut Agama Islam Negeri Metro 

Lampung. 

 

2) Dokumentasi  

 Dalam penetian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan 

data melalui dokumenrtasi, dengan melibatkan pencarian informasi mengenai 

topik dan variable tertentu dalam bentuk catatan dan sumber informasi 

lainnya. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menghimpun litelratur lyang 

berkalitan dengan telma yang sedlang ditelliti. Dokumentasi yang digunakan 

oleh peneliti berupa foto, data Lembalga Pemeriksla Halal (LPHl) dan Lemblaga 

Pendlamping Proses Prolduk Halal (lLP3H) di Provinsi Lampung dan bukti 
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lainnya mengenai peran Lembalga Pemeriksa Hlalal (LPlH) dan Lemlbaga 

Pendamlping Proses Prodluk Halall (LlP3H). 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisis terhadap 

sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.52 Analisis data juga 

bisa diartikan suatu proses yang sistematis dalam merangkai datla yang diperloleh 

melalui walwancara, catatan lapanlgan, dan sumlber informasi llainnya. Tujulan 

utamannya aldalah untuk memperlmudah pemahamanl data dan melmungkinkan 

penyalmpaian temuan kepada orang lalin. Data yalng diperoleh yaitu dari hasil 

wawancara dan dokumentasi yang berasal dari Lembagla Pemeriksa lHalal (lLPH) 

dan Lelmbaga Pendampinlg Proses Produk lHalal (LP3Hl) yang akan diolah dengan 

mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi dilapangan. 

Metode berfikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan 

akhir, yaitu menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menggunakan analisis 

yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian 

peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dengan 

menghasilkan kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum. 

Aldapun proses anallisis data dalam pelnelitian ini antlara lalin : 

1) Pengumplulan data, yalitu penulis melakukaln pengumpulan dlata-data 

lyang diperoleh mellalui wawancara ldan dokulmentasi. 

2) Penglkategorian data, yaitu lmenggolongkan data lmenurut jenis dlan 

penggunaanya. 

 
52 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2012). 89 
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3) Redluksi data, sletelah pengkategorian ldata selanjutnyal penulis 

menylederhanakan data yalng benar-lbenar dibutuhkanl dari hasill 

pengumplulan dan pelngkategorian, pelnulis mengbuang datla yang tidalk 

diblutuhkan, setelahl itu barulah data telrsebut dapat menlghasilkan 

informasli yang bermlakna dan memudahkan ldalam penlarikan 

lkesimpulan. 

4) Penlyajian data, ylaitu setelah melakukan reduksi ldata, maka llangkah 

selalnjutnya adalalh menyajikan ldata agar dapat mlempermudah lpeneliti 

dallam memahami lkondisi yang terjaldi, kemudian melrencanakan kerja 

lberdasarkan lapa yang telahl dipahami. 

5) Penarikaln kesimpullan, berdasarkan ldata yang telahl dikumpulkanl dan 

lditampilkan, lallu ditarik menjadil satu untuk mendalpat hasil lakhir 

penelitlian. Penarikanl kesimpulan ini haruls berdasarkan dlata-data lvalid 

lyang sudah terlkumpul bukan dalta rlekayasa. 

Proses analisis data melibatkan pengorganisasi, pengelompokan, 

pembentukan pola, seleksi infolrmasi yang lrelevan untuk dipellajari, sertla 

penyusunan kesimplulan yang dapalt dijelaskan kepalda pihakl lain. Penelitialn ini 

menggunalkan metlode analisis data kualiltatif denlgan pendekatan berfikir 

dedluktif. Dalta yang dipleroleh diuraikan secara mendalam, dengan poin-poin 

diskusi yang dimulai dari fakta-fakta yang kongkret. Fakta-fakta atau peristiwa 

khusus ini, karakteristik umum dan temuan ini kemudian disampaikan dalam 

bentuk laporan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping 

Proses Produk Halal (LP3H) di Lampung 

1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 

Lembaga Pemeriksa halal (LPH) Universitas Raden Intan Lampung adalah 

sebuah Lembaga yang berkomitmen untuk menyediakan layanan pemeriksaan 

halal dengan standar tinggi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan produk yang beredar 

di Indonesia untuk bersertifikat halal.53 Keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal 

(LPH) ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian dan 

jaminan kepada umat muslim. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan adanya Lembaga 

Pemeriksa Halal (LPH) yang diinisiasi oleh perguruan tinggi bukan tanpa alasan. 

Kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan langkah yang sangat strategis 

untuk mengembangkan industri halal di Indonesia untuk mendukung Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014. 

Perguruan tinggi memiliki tenaga ahli yang kompeten diberbagai bidang, 

seperti ilmu kimia, biologis dan syariah. Keahlian yang sangat dibutuhkan dalam 

proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Di perguruan tinggi juga 

biasanya memiliki fasilitas labolatorium yang memadai untuk melakukan 

pengujian terhadap bahan dan produk yang akan diperiksa kehalalanya. Hal 

tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk 

 
53 Pusat Kajian Dan Layanan Halal UIN Raden Intan Lampung, “Profil Pusat Kajian Dan Layanan Halal 

UIN Raden Intan Lampung,” February 11, 2025, https://pklh.radenintan.ac.id/. 
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memberikan layanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha, untuk 

mendapat sertifikat halal. 

2. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) 

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) adalah sebuah lembaga 

yang bertugas untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikat halal. 

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) membantu Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) untuk memastikan bahwa produk yang mereka 

hasilkan memenuhi syarat dan ketentuan kehalalan yang telah ditetapkan. Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan perguruan 

tinggi karena perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendidik dan 

melatih tenaga ahli dibidang halal. Perguruan tinggi juga memiliki jaringan yang 

luas, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Sebagaimana dengan 

yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 20 tahun 2021 

ayat 3 dan 4; 

(3) Pendamping PPH sebagimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat 

dilakukan oleh instansi yang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan 

Islama atau lembaga keagamaan islam yang berbadan hukum dan/atau 

perguruan tinggi. (4) Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan, fasilitas, dan bantuan 

tenaga ahli kepada organisai kemasyarakatan Islam atau lembaga 

keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.54 

 

Kerjasama ini memungkinkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya produk halal dan tata 

cara sertifikasi halal agar lebih efektif.55  

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) teregistrasi pada bulan januari tahun 

 
54 Kementrian Agama, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi 

Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil,” 2021. 
55 Marselina, Tri Joko Prasetyo, Ukhti Ciptawaty, “PENDAMPINGAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT 

HALAL,” BEGAWI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 2 (July 30, 2023): 120, 

https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25. 
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2023 dan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung (IAIN Metro) teregistrasi 

pada tahun 2022. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) 

mengadakan seminar, pelatihan, dan riset untuk layanan sertifikat halal. 

 

B. Perkembangan Sertifikat Halal pada Industri Makanan Dan Minuman di 

Lampung 

1. Data Industri Makanan dan Minuman 

Data industri makanan dan minuman di Provinsi Lampung : 

Tahun 

 

Perusahaan/industri besar Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) 

Makanan Minuman Makanan Minuman 

2023 230 11 35.792   1.770  

2024 264 12 34.073 2.834  

Table 1.1 Data Statistik Pusat5657 

Dari data statistik pusat menunjukan adanya peningkatan dan penurunan 

industri yang berada di Provinsi Lampung. Peningkatan industri dikarenakan 

ketersediaan bahan baku dan sektor pariwisata yang berkembang pesat menarik 

minat wisatawan untuk datang dan mencari kuliner khas daerah sehingga minat 

beli masyarakat juga semakin meningkat. Sedangkan untuk adanya penurunan 

industri dikarenakan kendala distribusi yang sulit seperti infrastruktur dan 

kelangkaan bahan bakar yang dapat menghambat jalannya proses jual beli dan 

persaingan pasar yang ketat juga mempengaruhi jalannya industri yang sudah 

ada. 

 

 
56 Badan Pusat Statistik Lampung, Provinsi Lampung Dalam Angka 2023 (BPS Provinsi Lampung/BPS-

Statistics Lampung Province, 2024). 
57 Badan Pusat Statistik Lampung, Provinsi Lampung Dalam Angka 2024, vol. 55, 2024 (BPS Provinsi 

Lampung/BPS-Statistics Lampung Province, 2025). 
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2. Data Sertifikat Halal  

Data sertifikat halal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN 

RIL) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) : 

Tahun Sertifikat 

2023 2 

2024 40 

Table 1.2  

Data diatas ada peningkatakan yang cukup signifikan menandakan bahwa 

sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berhasil karena 

pelaku usaha sudah memiliki kesadaran hukum akan pentingnya sertifikat halal 

untuk industri makanan dan minuman. 

Data sertifikat halal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN 

RIL) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) : 

Tahun Sertifikat 

2023 6645 

2024 474 

Table 1.3 

Data diatas menunjukan penurunan yang sangat signifikan dikarenakan  

semakin sedikit industri yang belum memiliki sertifikat halal. Kurangnya 

dukungan dari pemerintah juga mempengaruhi pendaftaran sertifikat halal, 

banyak pelaku pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat pendaftaran namun 

kuota yang diberikan dari pemerintah untuk Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 

sangat sedikit. 

Data sertifikat halal Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung (IAIN 

Metro) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) : 
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Tahun Sertifikat 

2023 3813 

2024 335 

Table 1.4 

 

Data dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Intitut Agama 

Islam Negeri Metro (IAIN Metro) menunjukan hal yang sama dengan data dari 

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung (UIN RIL). Adanya penurunan yang sangat signifikan 

dalam satu tahun ini menunjukan semakin sedikitnya industri yang belum 

memiliki sertifikat halal dan kurangnya dukungan dari pemerintah untuk Program 

Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). 

Dari semua data yang ada dapat disimpulkan sudah sekitar 7% industri 

makanan dan minuman di Provinsi Lampung memiliki sertifikat halal dengan 

bantuan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung (UIN RIL), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dan Lembaga 

Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Intitut Agama Islam Negeri Metro 

(IAIN Metro). 

 

C. Analisis Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping 

Proses Produk Halal (LP3H) 

 

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal secara 

resmi terhadap kepemilikan produk. Melalui berbagai tahapan untuk membuktikan 

bahwa bahan serta produksi sesuai dengan sistem jaminan produk halal sehingga 

dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang menjadi 

konsumen. Di lingkungan dengan mayoritas penduduk beragama islam yang 
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memahami dan mempraktikan agama islam, sertifikat halal bisa menjadi faktor 

penentu dalam membangun kepercayaan konsumen. Pemerintah Indonesia juga 

sangat memperhatikan masalah kehalalan produk yang ada di Indonesia dengan 

adanya regulasi pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 yaitu “Produk yang masuk, beredar dan 

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. 

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat 

Islam yaitu sebuah produk yang tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam 

agama Islam seperti bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih dengan nama selain 

Allah, maupun arak yang dicampur dengan benda-benda najis. Peran lembaga 

pemeriksa halal (LPH) dan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) cukup 

penting dalam memastikan makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat 

memenuhi standar kehalalan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) yaitu bapak Edi Susilo, 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan sangat penting dalam proses sertifikasi 

halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki tugas utama yaitu melakukan 

pemeriksaan dan pengujian secara langsung terhadap produk yang diajukan untuk 

sertifikat halal. Tidak semua produk dilakukan pengujian  dilaboratorium, hanya 

produk tertentu untuk mengidentifikasi kandungan yang mungkin tidak halal. Seperti 

produk makanan yang mengandung bahan dari sembelihan hewan, produk seperti ini 

wajib dilakukan identifikasi dilaboratorium.  

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) harus memastikan semua produk sesuai 

dengan syarat sertifikat halal atau tidak. Sesuai dengan regulasi pemerintah no 12 

tahun 2021 pasal 1 ayat (2) “Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat 



40 
 

 

LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian 

terhadap kehalalan produk”. 

Selanjutnya masih berdasarkan hasil wawancara kepada ketua Lembaga 

Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) 

yaitu bapak Edi Susilo, Pemeriksaan dan pengujian untuk memperoleh sertifikasi 

halal dilakukan oleh seorang auditor. Auditor halal adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan dalam melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk, laporan hasil 

audit tersebut akan yang akan menjadi salah satu dasar bagi komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan kehalalan suatu produk. Auditor halal 

juga memastikan produk yang mendapat sertifikat halal dapat mencakup pasar lokal 

hingga internasional, sehingga dapat membantu pelaku usaha atau produsen untuk 

memperluas wilayah jangkauan pasar mereka. Pendamping dan audit harus memiliki 

pengetahuan yang mendalam mengenai syariat islam, memahami hukum-hukum 

terkait dengan makanan dan minuman dalam islam, termasuk bahan dan proses 

pengolahan yang sesuai. Auditor halal juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi 

kepada pihak yang lebih berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang untuk menerbitkan 

sertifikat halal. 

Pendampingan Proses Produk Halal dilakukan oleh seorang penyelia halal. 

Penyelia halal adalah seseorang yang bertanggung jawab mengawasi proses produksi 

suatu Usaha dalam sekala kecil maupun besar. Penyelia halal memastikan bahwa 

semua proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir memenuhi 

persyaratan halal sesuai dengan standar yang berlaku.  

Untuk memastikan bahwa pemilik usaha akan terus memenuhi persyaratan 

setelah mendapat sertifikat halal akan dilakukan pengawasan secara berkala oleh audit 
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atau penyelia halal. Pendamping halal juga bertugas untuk memberikan bimbingan 

teknis kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 

membantu dalam penyusunan dokumen seperti bahan baku dan dokumen pendukung 

lainya. Selama proses sertifikasi halal pendamping halal melakukan pendampingan 

dan memberikan solusi jika terdapat kendala dalam penerapan standar halal. Seorang 

audit dan pendamping halal harus memiliki pemahaman standar dan regulasi sesuai 

dengan bidang yang mereka kerjakan.  

Auditor atau pendamping halal akan melakukan pengecekan ulang terhadap 

produk yang sudah bersertifikat halal dalam waktu yang cukup bervariasi tergantung 

dengan resiko. Pertama adalah pemeriksaan harian  untuk proses yang memerlukan 

pengawasan tinggi, kedua adalah pengecekan bulanan untuk yang beresiko sedang, 

ketiga adalah pengecekan tiga bulan sekali untuk yang memiliki resiko rendah atau 

untuk memantau tren kinerja. Jika dalam pengecekan ulang ditemukan pelanggaran 

terhadap standar kehalalan, penyalahgunaan logo halal, dan perubahan kepemilikan 

pelaku usaha bisa dikenakan sangsi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, 

atau pencabutan sertifikat halal. Seorang pendamping proses produk halal juga 

melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait produk halal. Kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang auditor dan pendamping halal sudah sesuai atau bahkan sudah 

melebihi regulasi pemerintah no 33 tahun 2019 pasal 40 ayat (4) dan no 33 tahun 

2014 pasal 28 ayat (1): 

“Auditor halal telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan (3) bertugas : a) memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan; b) 

memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk; c) memeriksa dan mengkaji 

sistem penyembelihan; d) meneliti lokasi produk; e) meneliti peralatan, ruang 

produksi, dan penyimpanan; f) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; g) 
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memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan h) melaporkan hasil pemeriksaan 

dan/atau pengujian kepada LPH”. 

“Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c bertugas: a) 

mengawasi Proses Produk Halal di perusahaan; b) menentukan tindakan perbaikan 

dan pencegahan; c) mengoordinasikan Proses Produk Halal; dan d) mendampingi 

Auditor halal Lembaga Pemeriksa Halal pada saat pemeriksaan”. 

Berdasarkan ketentuan regulasi yang ada dan hasil yang berada dilapangan 

untuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sudah melakukan sesuai dengan apa yang ada 

dalam regulasi pemerintah bahkan sudah ada beberapa yang melebihi dari regulasi 

yang ada. 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga bekerja sama 

dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) berperan untuk 

mendampingi dan konsultasi sertifikat halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan 

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) akan tetap diawasi oleh Badan 

Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga Pendamping Proses Produk 

Halal (LP3H) bertugas membantu pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dalam memahami persyaratan sertifikasi halal, menyusun 

dokumen yang diperlukan, dan mematuhi prosedur yang berlaku.  

Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembangkan 

aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL) untuk mempermudah dan memfasilitasi 

proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dapat mengajukan 

permohonan sertifikat halal secara daring melalui aplikasi SIHALAL sehingga proses 

menjadi lebih efisien dan mudah diakses. 

Berdasarkan wawancara kepada ketua Lembaga Pendamping Proses Produk 

Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) yaitu bapak 
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Edi Susilo, syarat makanan dan minuman untuk mendaftar jalur sertifikat halal gratis 

(SEHATI) maupun self declare yang pertama adalah produk yang dapat dipastikan 

kehalalannya, melalui produksi yang sederhana, memiliki nomor induk berusaha, dan 

mendapat hasil tahunan kurang dari 500 juta. Jika Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang biasanya memiliki hasil tahunan kurang dari 500 juta namun 

mengunakan bahan yang tidak sederhana maka produk tersebut tidak bisa mendaftar 

menggunakan jalur sertifkat halal gratis (SEHATI) ataupun self defclare. 

Proses sertifikasi halal menggunakan SIHALAL dapat dilakukan secara lebih 

cepat sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia. Pelaku 

usaha dapat melakukan pendaftaran dan pengajuan sertifikasi halal menggunakan 

SIHALAL jika sudah mendapatkan rekomendasi atau sudah diverifikasi oleh 

Pendamping Proses Proses Halal (PPH).  Untuk pelaku usaha dalam sekala mikro dan 

kecil bisa mendaftarkan produknya dengan melalui program Sertifikat Halal Gratis 

(SEHATI) yang diadakan oleh Badan Penyelanggara Jaminan Proses Halal (BPJPH). 

Program ini untuk mempermudah usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan 

sertifikasi halal tanpa pungutan biaya. 

Berdasarkan wawancara kepada ketua Lembaga Pendamping Proses Produk 

Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) yaitu bapak Wahyu 

Abdul Jafar, Sertifikat halal gratis (SEHATI) dan self declare adalah program yang 

memudahkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikat 

halal secara gratis. Syarat dan ketentuan yang ada untuk mendapatkan sertifikat halal 

melalui jalur sehati dan self declare antara lain, yang pertama produk tidak beresiko 

atau dipastikan bahkan yang digunakan halal, proses produksinya sederhana, bahan 

yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, memiliki nomor 

induk berusaha, omset tahunan yang didapat maksimal 500 juta. Jika pelaku usaha 
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mikro, kecil, menengah (UMKM) biasanya akan memiliki hasil tahunan kurang dari 

500 juta pertahun, namun tidak menggunakan bahan sederhana atau bahan yang tidak 

dapat dipastikan kehalalannya maupun proses produksinya maka pelaku usaha tidak 

bisa mendapat sertifikat halal melalui jalur sehati maupun self declare karena salah 

satu syarat tidak terpenuhi. Maka pelaku usaha bisa mendaftarkan produknya melalui 

proses regular atau berbayar.  

Produk yang mengandung bahan sembelihan hewan atau bahan yang belum 

jelas kehalalannya maka harus dilakukan tes laboratorium. Pada penilaian kelayakan 

untuk sertifikat halal didasarkan pada kepatuhan terhadap syariat islam, yaitu bahan 

baku harus jelas tidak mengandung campuran bahan non halal proses produksi harus 

sesuai dengan syariat, nama dan kemasan produk harus sesuai syariat atau tidak 

menyesatkan konsumen mengenai status kehalalannya. Biaya yang harus dikeluarkan 

pada proses sertifikat halal jalur regular bervariasi, tergantung kompleksitas produk 

dan skala usaha. 

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu syarat untuk terverifikasinya 

produk halal harus memenuhi standar kehalalannya sesuai dengan peraturan 

pemerintah No 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan 

kecil pada pasal 4 ayat (1) : “produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang 

sudah dipastikan kehalalannya sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2 ayat (3) 

huruf a memiliki kriteria : a) bersertifikat halal termasuk dalam daftar positif ; b) tidak 

menggunakan bahan berbahaya ; dan/atau c) telah terverifikasi kehalalannya oleh 

pendamping proses produk halal (PPH)”. 

Berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan semua sudah sesuai dengan 

regulasi yang ada. Syarat dan ketentuan untuk sertifikat halal sudah dijalankan oleh 
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pendamping halal dan pelaku usaha mengikuti apa yang tertera pada regulasi dari 

pemerintah. 

Permohonan bisa ditolak jika adanya indikasi bahan baku yang digunakan 

menggunakan bahan yang haram atau adanya keraguan dalam kehalalannya, pada 

proses produksi ditemukan kontaminasi dengan bahan yang tidak halal, nama dan 

kemasan produk yang mengandung unsur bertentangan dengan ajaran islam. Masalah 

administrasi bisa menjadi salah satu faktor ditolaknya permohonan sertifikat halal, 

seperti pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan sertifikat halal, ketidakpatuhan 

terhadap prosedur dan persyaratan administrasi, dan pelaku usaha dinyatakan 

bangkrut. Untuk memastikan pelaku usaha tetap memenuhi syarat sertifikat halal akan 

dilakukan pemeriksaan secara berkala, melakukan inspeksi secara berkala ke fasilitas 

produksi masih sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ditemukan perubahan 

dalam proses produksi dan bahan baku yang berubah atau sudah tidak sesuai dengan 

persyaratan kehalalan.  

Pembaharuan atau perpanjangan masa berlaku sertifikat halal juga perlu untuk 

dilakukan jika masa berlaku atau komposisi dalam produk sudah tidak sesuai dengan 

syarat yang telah ditentukan. Sertifikat halal sendiri memiliki masak berlaku 

umumnya selama 4 tahun. 

Untuk meningkatkan kualitas layanan khususnya industri makanan dan 

minuman upaya yang dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga 

Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memberikan pelatihan berkelanjutan kepada 

auditor, penyelia halal dan pendamping halal mengenai regulasi terbaru, metode 

pemeriksaan, dan standar halal. Ada juga peningkatan sistem informasi untuk 

mempermudah proses pendaftaran, pengawasan dan pelaporan sertifikasi halal.  
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Inovasi bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pelayanan sertifikat halal. Inovasi yang dikembangkan adalah teknologi, saat ini 

semua proses pendaftaran dilakukan secara online agar pemohon dapat memantau 

dengan  mudah status permohonan mereka. Pemanfaatan teknologi juga untuk 

meningkatkan transparansi produk halal. Ada juga peningkatan sumber daya manusia 

(SDM) yaitu memperbanyak jumlah auditor halal dan pendamping halal yang lebih 

kompeten, pelatihan bagi petugas secara berkala untuk meningkatkan kompetansi 

pengetahuan mereka. Sosisalisasi edukasi seperti seminar untuk memberi informasi 

dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai sertifikat halal. Sesuai bahkan melebihi 

dengan regulasi pemerintah no 12 tahun 2022 pasal 1 ayat (8) “Sistem Informasi Halal 

selanjutnya disebut SIHALAL adalah layanan penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(JPH) secara elektronik”. 

Selain teknologi yang dikembangkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 

dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) adalah menjalin kemitraan 

dengan laboratorium pengujian untuk memperluas jangkauan layanan. Upaya 

melakukan kerjasama juga dilakukan dengan pihak swasta untuk memfasilitasi 

sertifikat halal gratis untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Untuk kendala yang dihadapi dalam proses produk halal yang pertama adalah 

keterbatasan jumlah pemeriksa halal atau auditor halal, perubahan regulasi, minimnya 

kesadaran pelaku usaha dan kurangnya dukungan dari pemerintah untuk program 

sertifikat halal gratis (SEHATI) juga menjadi penghambat dalam program sertifikat 

halal. Solusi yang dapat diambil adalah melakukan pelatihan dan pengembangan 

kompetensi, melakukan penyederhanaan prosedur, lalu diadakan sosialisasi dan 

edukasi, lalu mencari dana tambahan.  
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Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 

dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sekarang ini dilakukan secara 

langsung atau melakukan seminar seminar kepada pelaku usaha. Selain dilakukan 

secara langsung pada jaman sekarang juga pemanfaatan media sosial dan platform 

digital untuk menyebarkan informasi tentang sertifikat halal.  

Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa 

Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ini sudah 

melebihi dari regulasi yang ada karena kegiatan ini dilakukan secara langsung kepada 

pelaku usaha secara bersama-sama atau perseorangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa peran Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan Lembaga 

Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung kepatuhan 

terhadap industri makanan dan minuman untuk penerapan sertifikat halal 

sudah sesuai dengan semua regulasi yang ada. Syarat dan ketentuan yang 

ada sudah dijalankan dengan sebaik mungkin oleh Lembaga Pemeriksa 

halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). 

Walau masih ada kendala yang dialami oleh Lembaga Pemeriksa Halal 

(LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) namun 

masih dapat diatasi. Kendala yang diatasi antara lain : 1) Kurangnya 

kesadaran hukum bagi para pelaku usaha, 2) keterbatasan jumlah 

pemeriksa halal atau auditor halal, 3) perubahan regulasi, 4) kurangnya 

dukungan dari pemerintah untuk program sertifikat halal gratis 

(SIHALAL). Solusi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi dan 

edukasi, pelatihan dan pengembangan kompetensi, melakukan 

penyederhanaan prosedur, lalu diadakan sosialisasi dan edukasi, lalu 

mencari dana tambahan.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

B. Kritik dan Saran 

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, kiranya dapat 

ditemukan saran dan masukan yaitu : 
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1. Pemerintah harus lebih peduli dengan program sertifikat halal gratis 

(SEHATI) untuk upaya menyukseskan regulasi yang sudah ada. 

2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) harus terus meningkatkan 

kompetensi auditor halal melalui pelatihan secara mendalam akan hal 

yang ditangani. 

3. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) harus 

memberikan pendampingan yang lebih mendalam untuk pelaku 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih memiliki 

keterbatasan pengetahuan akan proses sertifikasi halal dan 

menyederhanakan proses pendampingan agar sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha. 
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